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ABSTRAK
Penulisan ini berfokus kepada permasalahan beberapa tahun terakhir di bidang
Ketenagakerjaan khususnya pengupaha. Upah minimum merupakan salah satu
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi
pekerja/buruh dari menerima upah rendah. Terjadinya peningkatan upah
minimum tiap tahunnya memberikan implikasi terhadap perusahaan (pengusaha)
dan juga pekerja/buruh, maka Undang-undang Ketenagakerjaan, Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Upah Minimum dan KHL
menjadi dasar bagi penelitian ini.

Kata Kunci : Upah,Upah Minimum,Produktivitas.

IMPEMENTATION OF THE MINIMUM WAGE DISTRICT IN
IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF THE COMPANY

ABSTRACT
This thesis is focused on the problems of the last few years in the field of
employment, especially pengupaha. The minimum wage is one of the policies
issued by the government which aims to protect workers / laborers of receiving
low wages. An increase in the minimum wage each year have implications for
companies (employers) and also workers / laborers, the Employment Act, the
Minister of Manpower and Transmigration on Minimum Wages and KHL became
the basis for this study.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting

untuk membantu warganya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

sehingga terciptalah kesejahteraan bagi warga negaranya. Hal ini

sebenarnya juga sudah sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia

sejak masa kemerdekaan dulu dan dituangkan kedalam Pembukaan UUD

1945 alinea keempat yang intinya menerangkan tentang tujuan negara

selain melindungi segenap bangsa Indonesia, juga memajukan

kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Kesejahteraan yang merata

dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup untuk seluruh masyarakat

Indonesia, bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu namun

untuk semua golongan tanpa terkecuali.

Jumlah tenaga kerja di Indonesia dari tahun ke tahun semakin

meningkat, namun peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut tidak diiringi

dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Terjadinya

ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang

tersedia menyebabkan jumlah pengangguran menjadi meningkat. Selain

itu, menyebabkan posisi tawar dari calon tenaga kerja pada tiap

perusahaan menjadi lemah khususnya dalam hal pengupahan. Bagi

kalangan pengusaha, agar perkembangan perusahaan dan biaya produksi

menjadi tidak meningkat maka mereka berusaha menekannya dengan cara

mencari pekerja/buruh yang mau dibayar sesuai dengan kemampuan

perusahaan.

Hubungan antara pengusaha dan pekerja pada dasarnya memiliki

kesamaan kepentingan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

menjaga kelangsungan perusahaan dan memiliki hubungan yang saling

membutuhkan. Pengusaha tanpa pekerja, tentunya kegiatan produksi
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perusahaan menjadi terganggu sehingga dapat berpotensi mengganggu

perkembangan kemajuan dari perusahaan. Sedangkan bagi pekerja,

mereka tanpa adanya pengusaha maka menjadi tidak mendapatkan upah

sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, selain itu

tentunya akan menjadi menambah daftar pengangguran di Indonesia dan

tujuan dari Pembukaan UUD 1945 yang memajukan kesejahteraan umum

menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu perlu adanya saling pengertian,

perhatian antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha perlu mengerti dan

memperhatikan akan kondisi kesejahteraan pekerjanya dengan

memberikan upah demi pencapaian kehidupan yang layak, dan bagi

pekerja juga mengerti dan memahami akan kondisi seberapa besar

kemampuan perusahaan untuk memberikan upah terhadap pekerjanya

Peran kehadiran pemerintah diperlukan berfungsi untuk mengatur agar

hubungan antara pengusaha dan pekerja berjalan dengan seimbang tanpa

adanya pihak-pihak yang merasa lemah atau kuat, agar hak dan kewajiban

dilaksanakan secara adil. Selain itu juga, kehadiran pemerintah juga

diperlukan sebagai penengah apabila telah terjadi sengketa antara

pengusaha dengan pekerja.

Di antara pengusaha dan pekerja selain memiliki hubungan yang

saling membutuhkan, juga memiliki adanya hubungan kerja yang

didasarkan atas perjanjian kerja yang mempunyai pekerjaan, upah, dan

perintah1. Apabila ditambahkan dengan unsur pemerintah maka ketiganya

terciptalah hubungan industrial yaitu sistem hubungan yang terbentuk

antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri

1
Lihat Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-

nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 19452.

Menurut Imam Soepomo hubungan kerja, yaitu hubungan antara

pekerja dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja

dengan pengusaha di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk

menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk

mempekerjakan pekerja dengan membayar upah3.

Permasalahan beberapa tahun terakhir ini terjadi di bidang

ketenagakerjaan yaitu berkaitan dengan pengupahan. Pemerintah

Indonesia sebagai wujud memberikan perlindungan hukum telah mengatur

tentang pengupahan di dalam Pasal 88 hingga Pasal 98 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan juga telah

mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 7

Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Walaupun bentuk perlindungan

hukum terhadap pengupahan sudah ada, namun dalam implementasinya di

lapangannya masih saja terdapat pihak-pihak yang belum mengikuti

peraturan tentang pengupahan tersebut.

Terdapat contoh sebuah perusahaan yang dalam memberikan upahnya

masih dibawah ketetapan pemerintah mengenai Upah Minimum. Selain itu

juga, dapat ditemukan pula sebuah perusahaan yang memang sudah

memberikan upah sesuai dengan penetapan Upah Minimum bahkan diatas

Penetapan Upah Minimum di daerah Perusahaan tersebut berada, namun

dari segi komponen upah nya tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 94

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang

mengharuskan upah pokok sedikit-sedikitnya 75 persen dari jumlah upah

pokok dan tunjangan tetap.

2
Lihat Pasal 1 angka (16),Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm.88.
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun

2013 Tentang Upah Minimum, dalam implementasi peraturan tersebut

dikarenakan keputusan akhir berada di Pemerintah Daerah dalam hal ini

diwakili oleh Gubernur dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur

mengenai Penetapan Upah Minimum, maka hal tersebut dapat berpotensi

bercampur dengan adanya kepentingan politik yang dibawa oleh masing-

masing kepala daerahnya dalam menentukan upah minimum.

Contoh yang terjadi di Jawa Timur, dimana pada saat itu jarak waktu

antara pemilihan Gubernur periode 2013-2018 berdekatan dengan batas

waktu untuk menentukan Upah Minimum yang akan diberlakukan pada

tahun 2014 menyebabkan adanya potensi bercampurnya dengan

kepentingan politik yaitu ingin memenangkan pemilihan Gubernur untuk

periode 2013-2018. Akibatnya Penetapan Upah Minimum Provinsi 2014

diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Pengurus Provinsi

(DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur. Menurut

pendapat DPP APINDO Jawa Timur bahwa dalam menetapkan Upah

Minimum Provinsi 2014 Gubernur tidak mengikuti saran dari Dewan

Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dalam hal

ini Bupati dan Walikota.4

Pengupahan, walaupun di Indonesia telah terjadi peningkatan tiap

tahunnya namun masih saja ada beberapa daerah pekerja/buruhnya yang

belum merasa puas. Bagi para pekerja/buruh kenaikan tersebut masih

belum dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa

ada beberapa komponen yang seharusnya dimasukkan ke dalam

komponen Kebutuhan Hidup Layak namun tidak dimasukkan ke dalam

4
Melihat di Wakili Pengusaha, Bos Maspion Gugat UU Ketenagakerjaan ke MK.

http://finance.detik.com/read/2014/02/27/202716/2510784/4/wakili-pengusaha-bos-maspion-
gugat-uu-ketenagakerjaan-ke-mk?f9911033 diunduh tanggal 5 Maret 2014, pukul 09.02 WIB.
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012

Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan

Hidup Layak (KHL). Selain itu juga tingkat kebutuhan yang semakin

meningkat dan mahal membuat para pekerja/buruh menuntut terjadinya

peningkatan upah minimum. Seperti contoh terbaru dari adanya demo hari

buruh 1 Mei 2014 di Jakarta, kembali pekerja/buruh menginginkan

peningkatan 30% Upah Minimum dan peningkatan daftar komponen KHL

yang tadinya 60 komponen menjadi 84 komponen KHL, beberapa hal

tersebut merupakan salah satu dari 10 hal yang menjadi tuntutan

pekerja/buruh di hari buruh 1 Mei 20145. Bagi pengusaha kenaikan yang

terjadi tiap tahunnya sudah mengganggu peningkatan dan perkembangan

perusahaan khususnya bagi perusahaan menengah dan kecil di daerah

mana pun di Indonesia.

Dalam menetapkan Upah Minimum sudah seharusnya kepentingan

perusahaan dan pekerja/buruh sama-sama mendapatkan perlindungan yang

adil. Bagi pekerja/buruh sangat membutuhkan upah yang sesuai agar dapat

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat tercapai

kesejahteraan hidup, namun bagi perusahaan perlu juga mendapatkan

jaminan apabila sudah menaikkan Upah Minimum tidak menjadi

mengganggu perkembangan dan produktivitas perusahaan khususnya bagi

perusahaan menengah dan kecil.

Pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Gubernur perlu

bijaksana dan melupakan kepentingan politik dalam menetapkan Upah

Minimum. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada pekerja/buruh saja

namun kemampuan perusahaan juga perlu diperhatikan. Sehingga adanya

penetapan Upah Minimum mampu memberikan jaminan perlindungan

5 Lihat di 10 Tuntutan buruh pada May Day 2014,
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/0823038/Ini.Sepuluh.Tuntutan.Buruh.pada.May.Day
.2014 diunduh pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 19.42 WIB.
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bagi pekerja/buruh agar menerima upah yang layak untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari dan tetap menjaga keberlangsungan dan

produktivitas perusahaan. Sedangkan bagi Dewan Pengupahan, dalam

melakukan survey untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap

Kepala Daerah dalam menentukan Upah Minimum perlu juga

memperhatikan kondisi nyata di lapangan khususnya terhadap

kemampuan perusahaan-perusahaan yang menengah dan kecil. Karena

tidak dapat disamakan antara kemampuan perusahaan besar, dengan

perusahaan menengah dan kecil dalam hal memberikan Upah Minimum

sesuai dengan penetapan Upah Minimum baik itu Provinsi, maupun

Kabupaten/Kota.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah implikasi yang akan ditimbulkan dari Surat Keputusan

Gubernur/Peraturan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum

Kabupaten bagi Produktivitas Perusahaan?

2. Bagaimanakah peranan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun

2013 untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian

yang dilakukan dengan penafsiran hukum dan konstruksi hukum6 yaitu

penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau

aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai

implementasi penetapan upah minimum di beberapa perusahaan dalam

6Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Alumni,
Bandung, 2006, hlm 139.
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meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian mengenai spesifikasi

penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan

secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

dengan teori-teori hukum dalam praktik yang menyangkut permasalahan yang

diteliti.7

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yang Ditimbulkan Dari Surat Keputusan Gubernur/

Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum

Kabupaten Bagi Produktivitas Perusahaan

Permasalahan yang seringkali terjadi dalam hukum ketenagakerjaan

dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh adalah

pengupahan. Seringkali permasalahan yang dihadapi baik itu oleh

pemerintah, pengusaha maupun pekerja/buruh adalah menentukan

besarnya upah. Dalam menentukan upah, harus bisa mengakomodasi

keinginan dan kepentingan berbagai pihak yang terkait seperti diantaranya

keinginan dan kepentingan pemerintah, keinginan dan kepentingan

pengusaha sebagai pelaku usaha dan salah satu penggerak roda

perekomonian, keinginan dan kepentingan pekerja/buruh.

Pemerintah memiliki keinginan dari upah, yaitu untuk memajukan

kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea ke

empat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan juga diamanatkan

menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menerangkan

bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan, sedangkan kepentingannya adalah demi

menjaga kestabilan perekonomian nasional, menciptakan situasi negara

7
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, 1990, hlm. 98.
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yang aman, nyaman dan kondusif jauh dari adanya gejolak yang

diakibatkan dari permasalahan pengupahan.

Kepentingan pengusaha terhadap upah adalah menganggap upah

sebagai bagian biaya produksi, sehingga pertimbangan pengusaha dalam

memberikan upah akan benar-benar memikirkan dari segi aspek bisnis

berupa keseimbangan antara pemasukan yang diterima dan pengeluaran

yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, setiap terjadinya

pengeluaran untuk pengupahan pekerja/buruh akan dihitung dengan sangat

teliti agar komponen ongkos produksi dapat sehemat mungkin dan juga

dapat dijadikan sebagai investasi kepada pekerja/buruh dengan harapan

timbal balik dalam bentuk produktivitas bekerja.

Kepentingan dari pekerja/buruh terhadap upah adalah menjadikannya

sebagai penghasilan setelah mengerjakan sesuatu, sedangkan keinginan

dari pekerja/buruh terhadap upah adalah ingin mendapatkan upah sebesar

mungkin agar mereka dapat hidup sejahtera dan bisa memenuhi kebutuhan

hidup sandang, pangan, papan, berlibur/rekreasi dan pendidikan hingga

perguruan tinggi untuk anak-anaknya.

Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja/buruh, oleh

karena itu, upah pekerja/buruh harus mendapatkan perlindungan secara

memadai dari pemerintah. Motivasi pekerja/buruh dalam bekerja adalah

untuk mencapai peningkatan kesejahteraan, yang salah satu pilar

utamanya adalah upah. Bagi pekerja/buruh, upah merupakan sumber

pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya8.

Bagi pengusaha, gaji atau upah adalah bagian dari biaya yang

dikeluarkan untuk proses produksi, baik proses produksi barang atau jasa.

Oleh sebab itu, pengusaha atau perusahaan di dalam memberikan upah

tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan

8 Saifuddin Bachrun, Menyusun Struktur dan Skala Gaji dalam praktik, PPM Manajemen,
Jakarta, 2011, hlm 2.
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pertama, gaji atau upah dianggap sebagai biaya murni, maka pertimbangan

perusaahan dalam memberikan upah akan benar-benar memikirkan aspek

biaya dan bisnis. Tetapi apabila perusahaan menganggap upah itu menjadi

bagian daripada investasi sumber daya manusia, maka pertimbangan

perusahaan dalam memberikan gaji atau upah dan imbalan lain akan

berbeda konsep dan strateginya9.

Penetapan Upah Minimum dari tahun ke tahun selalu meningkat

karena pada dasarnya penetapan Upah Minimum diarahkan pada

pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk mencapai Upah

Minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak masih belum dapat

terealisir. Faktor utama kesulitan pemberlakuan Upah Minimum

berdasarkan kebutuhan hidup layak adalah faktor kemampuan perusahaan

dan tingkat inflasi. Selain itu juga, pemerintah dalam menetapkan upah

minimum harus memperhatikan keadaan masing-masing pihak yaitu

pengusaha dan pekerja/buruh.

Bagi perusahaan-perusahaan seperti CV S.U., PT O.C.S, PT Kharisma

INA kenaikan upah minimum beberapa tahun terakhir yang cenderung

naik, pada dasarnya dirasakan sangat memberatkan pengusaha untuk

memberlakukan Upah Minimum Kabupaten, sehingga sebagai solusi

untuk mengatasinya dan menjaga agar produktivitas output perusahaan

yang dihasilkan tidak turun ada yang dengan mengajukan penangguhan

pelaksanaan upah minimum dan ada juga yang mengoptimalkan kinerja

mesin dan insentif selain dengan memberikan tunjangan lebih besar

daripada upah pokok. Hal ini terjadi karena menurut asumsi pengusaha,

kenaikan upah hanya berkisar masih dibawah 20% dari upah sebelumnya.

9 Saifuddin Bachrun, Desain Pengupahan untuk hubungan industrial dalam praktik, PPM
Manajemen, Jakarta, 2012, hlm 11.
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Apabila kenaikan sebesar ±27% dan ±29% maka hal ini jelas

mempengaruhi produktivitas perusahaan.

Untuk melihat dari sisi produktivitas perusahaan mengenai implikasi

dari adanya Surat keputusan Gubernur/Peraturan Gubernur tentang

Penetapan Upah Minimum Kabupaten bagi produktivitas perusahaan

maka penulis memulainya dengan menjelaskan bahwa bagi PT O.C.S dan

PT Kharisma INA yang kegiatan produksi dengan lebih banyak

mengandalkan tenaga manusia (pekerja/buruh) dan menggunakan sedikit

mesin (padat karya), selain telah mengajukan penangguhan pelaksanaan

upah minimum untuk tahun 2014, mereka juga merasa keberatan akibat

kenaikan upah minimum yang terjadi. Hal ini disebabkan karena bagi

kedua perusahaan tersebut biaya produksi khususnya biaya untuk tenaga

kerja menjadi meningkat, namun produktivitas output yang dihasilkan

belum tentu menjadi meningkat. Produktivitas bagi kedua perusahaan

tersebut sebagaimana penjelasan produktivitas multifactor10 dalam bab

sebelumnya, yang menggantungkan tingkat produktivitas dari modal dan

tenaga kerja. Adanya kenaikan, maka menjadi meningkatkan modal untuk

pembayaran upah tenaga kerja dan untuk menjaga agar produktivitas

perusahaan tidak menjadi turun, maka kedua perusahaan tersebut memilih

mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. Sebagai ilustrasi

pada kedua perusahaan tersebut, untuk menghasilkan satu buah alas kaki

(sepatu atau sandal) itu membutuhkan banyak pekerja/buruh untuk

menangani bagian per bagian dari alas kaki tersebut. Sehingga dengan

adanya peningkatan upah minimum kabupaten menjadi memberatkan

kedua perusahaan tersebut

Berbeda lagi pada CV S.U., yang pada bagian produksinya lebih

banyak mengandalkan mesin dan tidak terlalu banyak melibatkan

10 Manulang 1989;40, dikutip oleh Debby Rotinsulu dalam tesis program pascasarjana unpad,
Analisis Produktivitas dan tingkat upah tenaga kerja sektor industri di Sulawesi Utara, Bandung,
1999.
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pekerja/buruh (padat modal), sehingga tidak mengajukan penangguhan

pelaksanaan upah minimum sebagaimana yang dilakukan oleh PT O.C.S

dan PT Kharisma INA, disebabkan karena produktivitas di perusahaan ini

diukur dengan digunakannya seluruh faktor untuk menghasilkan output

(tidak hanya pekerja/buruh, melainkan juga bahan mentah, energy, dan

juga mesin). Sebagai ilustrasi, pada perusahaan ini dengan menggunakan

satu mesin dan 3 orang operator (pekerja/buruh) yang bertugas mengawasi

jalannya mesin, output yang dihasilkan tetap akan banyak.

Jadi, produktivitas perusahaan pada intinya tidak lepas dari yang

namanya efektif dan efisiensi artinya dengan meminimalkan atau

mengefisiensikan input (biaya produksi dan pekerja/buruh) namun

menghasilkan output yang maksimal (efektif), sehingga dengan adanya

kenaikan upah minimum menjadi mempengaruhi segala unsur-unsur yang

digunakan untuk input produksi dan menyebabkan produktivitas menjadi

turun. Untuk meningkatkan produktivitas, maka dapat dilakukan dengan

meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dengan menghemat input (efisien)

untuk produksi namun output yang dihasilkan maksimal (efektif).

B. Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pelaksanaan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

Untuk Penetapan Upah Minimum Kabupaten

Pemerintah memiliki peran dalam pengupahan di Indonesia,

khususnya dalam melindungi pekerja/buruh dari menerima upah yang

rendah. Peranan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal membuat

regulasi di bidang pengupahan yang tujuannya untuk menjamin kehidupan

yang layak bagi pekerja/buruh di seluruh Indonesia beserta keluarganya.

Namun regulasi yang dibuat oleh pemerintah juga seharusnya mampu

menjaga stabilitas perekonomian dan tidak menjadi mengurangi
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kesempatan kerja akibat dari banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Selain berperan dalam hal regulasi, peranan pemerintah lainnya adalah

melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap segala bentuk regulasi

tersebut baik itu bidang ketenagakerjaan pada umumnya, bidang

pengupahan pada khususnya agar dapat dijalankan dengan baik dan tidak

menyimpang dari apa yang telah diatur berdasarkan peraturan yang ada.

Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa Pengawasan

Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan bagian dari peranan

pemerintah yang diwujudkan dengan kehadiran pegawai pengawas

ketenagakerjaan. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah salah satu

bentuk instrumen penting dari kehadiran pemerintah dalam intervensi

untuk mengawasi semua aspek di bidang Ketenagakerjaan : hubungan

industrial, Upah, kondisi kerja secara umum, keselamatan dan kesehatan

kerja, dan hal lainnya yang terkait dengan bidang Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diterangkan oleh bapak Djoko Sajono11, menjelaskan bahwa

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan merupakan bagian dari peranan

pemerintah untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Surat Keputusan

Gubernur/Peraturan Gubernur mengenai Upah Minimum.

Peranan pemerintah dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan bertujuan agar pada tingkat daerah dalam

proses menetapkan upah minimum tidak menyimpang dari apa yang telah

diatur di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7

Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

11 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Djoko Sajono, Ketua Dewan Pengupahan
Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2014, tanggal 30 Mei 2014, pukul 10.00 WIB.
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13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian

Kebutuhan Hidup Layak. Tujuan lainnya adalah untuk memeriksa apakah

standar pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan

dengan baik oleh pengusaha.

Untuk membantu mempermudah peranan pemerintah yang dilakukan

oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atas pelaksanaan upah, maka

diperlukan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait diantaranya yaitu

Pekerja/buruh itu sendiri, Serikat Pekerja/buruh dengan cara melaporkan

atau memberikan informasi pengaduan apabila ditemukan perusahaan

tidak melaksanakan pengupahan sesuai dengan Penetapan Upah

Minimum.

Peranan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah

Minimum untuk Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, dikaitkan

dengan contoh hasil penelitian yang ditemukan di lapangan

memperlihatkan bahwa fungsi yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan belum optimal.

Penyebab dari kurang optimalnya fungsi dari Pengawasan

ketenagakerjaan yang peneliti temukan adalah bahwa Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan tidak memiliki kewenangan untuk menindak apabila

ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangan terkait

baik bidang Ketenagakerjaan maupun bidang pengupahan. Sehingga hal

ini menyebabkan masih bisa ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak pengusaha.

IV.PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa implikasi Surat Keputusan/Peraturan Gubernur tentang Upah

Minimum Kabupaten yang mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir
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ternyata mempengaruhi produktivitas perusahaan dan juga menjadi

meningkatkan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

untuk mengukur produktivitas pada intinya adalah dalam produksi harus

efektif dan efisien, artinya menggunakan input untuk proses produksi

(pekerja/buruh, bahan mentah, mesin, dll) sehemat mungkin, namun

menghasilkan output semaksimal mungkin (efektif). Untuk mensiasati

implikasinya tersebut, berdasarkan ketiga contoh perusahaan hasil

penelitian memiliki solusi masing-masing untuk mengatasi terjadinya

kenaikan Upah Minimum namun tetap menjaga produktivitas

perusahaan. Solusinya diantaranya yaitu dengan mengajukan

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum seperti halnya yang

dilakukan oleh PT O.C.S dan PT Kharisma INA, dan ada juga yang

memberikan tunjangan lebih besar daripada upah pokok (selain

mengoptimalkan kinerja mesin dan insentif-insentif) seperti halnya yang

dilakukan oleh CV S.U.

2. Peranan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 untuk penetapan

upah minimum Kabupaten/Kota masih dirasakan belum optimal. Hal ini

disebabkan karena Pengawas Ketenagakerjaan tidak memiliki

wewenang untuk menindak apabila ditemukan pelanggaran yang

dilakukan oleh pengusaha, sehingga pada praktik yang terjadi di

lapangan masih ada kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan

pelanggaran untuk pemberlakukan upah minimum disebabkan beberapa

faktor pertimbangan demi kelangsungan hidup Perusahaan.

B. Saran

1. Perlunya mengutamakan hubungan kerja bipatrit antara pihak pengusaha

dengan perwakilan Pekerja/Buruh (bagi perusahaan yang belum

memiliki serikat pekerja/buruh) dan Serikat Pekerja/buruh (bagi
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perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja/buruh) untuk

melakukan perundingan dalam hal pengupahan apabila menghadapi

situasi kenaikan Upah Minimum diluar batas kemampuan perusahaan

dan peran serta Serikat Pekerja/buruh dalam perundingan diperlukan

untuk memperjuangkan nasib Pekerja/buruh agar tidak menerima upah

yang menyalahi ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu

peran serta dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan juga perlu

ditingkatkan dalam mengawasi agar perundingan bipatrit yang terjadi

tidak merugikan pekerja/buruh;

2. Agar Pengawas Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan optimal, maka

perlu lebih menjadwalkan secara rutin fungsi pengawasan kepada

pengusaha dengan cara melakukan inspeksi sekaligus memperketat

dalam hal pemberian izin penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi perlu menambah kuantitas dan kualitas dari Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan baik di pusat maupun ditingkat daerah

sebagaimana diatur menurut Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 21

Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan agar Peraturan di

bidang Ketenagakerjaan khususnya bidang pengupahan dapat

ditegakkan sehingga dapat menghindari atau paling tidak meminimalisir

terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.
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3. Perlunya menambahkan ketentuan mengenai kewenangan bagi Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan untuk menindak dan memberikan sanksi

apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di bidang

Ketenagakerjaan, yang dilakukan oleh salah satu pihak (pekerja/buruh

ataupun pengusaha), agar peraturan di bidang Ketenagakerjaan dapat

ditegakkan;
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